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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

       Perkembangan globalisasi mengakibatkan peningkatan lalu lintas orang dan 

barang antar negara sehingga batas – batas negara semakin mudah dijangkau untuk 

kepentingan manusia diantaranya perdagangan, pariwisata, industri dan penggunaan 

tenaga kerja asing di wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah penggunaan 

tenaga kerja asing di wilayah Indonesia adalah tenaga kerja asing yang berkerja di 

atas kapal yang selanjutnya disebut kru asing.  

PT. Equinox Sentra Bahari merupakan anak perusahaan dari PT. Pesona Sentra 

Utama yang bergerak di keagenan kapal. Salah satu divisi yang terdapat di PT. 

Equinox Sentra Bahari adalah offshore service. Offshore service adalah divisi yang 

mengurus semua perizinan kru asing yang akan berkerja di kapal berbendera 

Indonesia yang berada di wilayah perairan Indonesia. Selama penulis melakukan 

praktek darat di PT. Equinox Sentra Bahari divisi offshore service melayani 2 jenis 

kapal diantarnya kapal floating storage operation (FSO) dan kapal sailing, setiap 

kapal tersebut mempergunakan tenaga kerja asing sebagai kru kapal. 

       Dalam proses kepengurusan kru asing, pembuatan perizinan yang diatur oleh 

berbagai instansi pemerintah merupakan langkah krusial. Instansi terkait meliputi 

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut. Masing-masing instansi memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa setiap kru asing yang masuk ke Indonesia memenuhi seluruh 

persyaratan hukum dan administratif yang berlaku. Masing-masing instansi 

memiliki tanggung jawab dan otoritas yang berbeda namun saling berkaitan, untuk 

memastikan bahwa setiap kru asing yang akan bekerja di Indonesia telah memenuhi 

semua persyaratan hukum dan administratif yang telah ditetapkan. Kolaborasi yang 

efektif antar instansi ini tidak hanya membantu dalam melindungi kedaulatan negara 

dan kepentingan nasional, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

kru asing yang bekerja di Indonesia. 
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Dokumen perizinan kerja kru asing mencakup berbagai jenis, seperti visa, 

kemudahan khusus keimigrasian (dahsuskim), rencana penggunaan tenaga kerja 

asing (RPTKA), dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Setiap jenis 

dokumen memiliki prosedur pengajuan dan persyaratan yang berbeda, yang 

memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi dan ketepatan dalam pengisian 

dokumen. Banyak nya proses pembuatan izin kerja dan jumlah izin kerja yang 

diperlukan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi agen untuk mengurus 

perizinan kerja kru asing. 

Ketika kru asing kapal ingin meninggalkan wilayah Indonesia sering terjadi 

hambatan karena keterlambatan informasi sign on atau sign off kru asing dari 

principal ke agen, sehingga kesulitan terjadi di pihak agen untuk memproses 

dokumen kru asing kapal ke beberapa instansi untuk mengkoordinasi dikarenakan 

keterlambatan informasi yang di peroleh dari pihak principal. Seperti yang terjadi 

saat penulis praktek darat, principal hanya memberi waktu 5 hari kerja untuk 

pembuatan perizinan tenaga kerja asing yang ingin naik ke kapal berbendera 

Indonesia, padahal dibutuhkan waktu 7 hari hingga 10 hari kerja untuk membuat 

perizinan tenaga kerja asing, peristiwa ini mengakibatkan kru asing untuk naik ke 

kapal tertunda. 

Saat menangani principal yang baru menunjuk PT Equinox Sentra Bahari 

sebagai agen, kerap kali persyaratan izin kerja untuk kepengurusan kru asing tidak 

dikirimkan secara lengkap, padahal dari pihak agen sudah memberi informasi mengenai 

persyaratan dokumen kru asing untuk diproses ke instansi pemerintah terkait. Hal ini 

dikarenakan pihak principal masih belum terbiasa untuk berkoordinasi dengan 

karyawan offshore service. 

Di dalam lingkup karyawan di divisi offshore service terkadang kerap terjadi 

salah komunikasi antar karyawan, dikarenakan tidak diperbaruinya jadwal 

pengurusan izin kerja kru asing hingga telat membaca email yang sudah dikirimkan 

oleh pihak principal. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi PT Equinox Sentra 

Bahari selaku agen. 

Keterlambatan dalam penerbitan izin kerja kru asing dapat memiliki dampak 

serius pada operasional kapal. Izin kerja kru asing yang terlambat dapat menghambat 

keberlanjutan perjalanan kapal, mengakibatkan keterlambatan waktu berlayar, atau 

bahkan dilarang berlayar. Efek terburuknya ialah kapal akan mengalami demurrage 
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dikarenakan kapal harus menunggu kesiapan penerbitan izin kerja agar kru asing bisa 

bergabung keatas kapal. 

Berdasarkan data keterlambatan yang penulis rekap selama periode dari Juli 2022 

hingga Agustus 2023 di divisi offshore service PT Equinox Sentra Bahari, terjadi 

sepuluh kali keterlambatan dalam penerbitan dokumen izin kerja. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa berbagai jabatan dan jenis izin kerja mengalami variasi dalam 

durasi keterlambatan, dengan interval keterlambatan yang berkisar antara satu hingga 

empat hari setelah tanggal penerbitan yang direncanakan. Analisis data tersebut 

mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam proses administrasi dan pemrosesan 

dokumen yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kompleksitas 

persyaratan dokumen, efisiensi manajemen waktu, dan keterlibatan pihak-pihak 

terkait dalam proses verifikasi dan persetujuan. Temuan ini menggarisbawahi 

pentingnya peningkatan efisiensi operasional untuk meminimalkan keterlambatan 

dan memastikan bahwa dokumen izin kerja diterbitkan tepat waktu, guna mendukung 

kelancaran operasional layanan offshore service. 

Penulis melakukan wawancara dengan supervisor di divisi PT Equinox Sentra 

Bahari, penulis mendapatkan beberapa rangkuman peristiwa. Kurangnya 

kelengkapan dokumen yang diperoleh dari pihak principal untuk membuat perizinan 

kerja kru asing. Hal ini sering kali menyebabkan penundaan dalam proses perizinan 

dan menghambat operasional. Ketiadaan dokumen yang lengkap dan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas terkait menjadikan proses administrasi lebih 

kompleks dan memakan waktu. Dilain sisi rendahnya pemahaman principal 

mengenai regulasi kepengurusan kru asing menjadi permasalahan tersendiri bagi 

agen. Principal yang tidak sepenuhnya memahami atau mengikuti regulasi yang 

berlaku dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan, yang 

pada akhirnya dapat menimbulkan masalah hukum dan denda. Hal ini juga berpotensi 

merusak reputasi perusahaan dan mengganggu hubungan kerja yang baik dengan 

otoritas. Narasumber didalam wawancara dengan penylis mengakui kurangnya 

koordinasi yang baik antara karyawan di divisi offshore service pada PT. Equinox 

Sentra Bahari dengan principal sering kali memperparah permasalahan yang ada. 

Ketidakjelasan komunikasi dan kurangnya kerjasama yang efektif antara kedua belah 

pihak dapat mengakibatkan miskomunikasi dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

Koordinasi yang buruk ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi operasional tetapi juga 

dapat berdampak negatif terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. 
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Keandalan dan profesionalisme agen dapat dipertanyakan oleh pengguna jasa, 

sehingga menurunkan rasa kepercayaan pengguna jasa. Peristiwa ini juga terjadi di 

perusahaan pelayaran PT. Equinox Sentra Bahari untuk pengurusan kru asing yang 

berkerja di kapal berbendera Indonesia yang dilayani oleh PT. Equinox Sentra Bahari 

selama penulis praktek pada tanggal 1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023. Berdasarkan 

pemaparan di atas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dengan judul 

:“ANALISIS KETERLAMBATAN PENERBITAN IZIN KERJA TERHADAP 

PENGURUSAN KRU ASING YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA 

INDONESIA DI PT EQUINOX SENTRA BAHARI”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi didalam penulisan skripsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Keterlambatan informasi yang diperoleh dari pihak principal kepada PT. Equinox 

Sentra Bahari selaku agen. 

2. Kurangnya kelengkapan dokumen yang diperoleh dari pihak principal untuk 

membuat perizinan kerja kru asing. 

3. Rendahnya pemahaman yang dipahami oleh principal mengenai regulasi 

kepengurusan kru asing, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi agen. 

4. Kurangnya koordinasi yang baik antara karyawan di divisi offshore service pada 

PT. Equinox Sentra Bahari dengan principal. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya permasalahan yang terjadi, maka untuk mencapai sasaran  

permasalahan yang hendak dibahas secara optimal, penulis memfokuskan 

pembahasan mengenai :. 

1. Keterlambatan informasi yang diperoleh dari pihak principal kepada PT. Equinox 

Sentra Bahari selaku agen.  

2. Kurangnya kelengkapan dokumen yang diperoleh dari pihak principal untuk 

membuat perizinan kerja kru asing. 
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D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dari penulisan skripsi ini, maka penulis 

merumuskan masalah yang ada, yaitu:  

1. Bagaimana mengatasi kendala keterlambatan informasi dari pihak principal 

kepada PT. Equinox Sentra Bahari selaku agen? 

2. Apa yang menyebabkan kurangnya kelengkapan dokumen yang diperoleh dari 

pihak principal untuk membuat perizinan kerja kru asing? 

 

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN SKRIPSI  

 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengatasi keterlambatan informasi dari pihak principal  kepada PT 

Equinox Sentra Bahari selaku agen. 

b. Untuk menghindari kurangnya kelengkapan dokumen yang diperoleh dari 

pihak principal untuk membuat perizinan kerja kru asing 

 Manfaat 

Dengan memperhatikan beberapa aspek dari diadakannya penelitian dan 

penulisan skripsi ini, penulis berharap akan beberapa manfaat yang dapat dicapai 

antara lain sebagai berikut: 

a.  Manfaat Teoritis 

Memberikan tambahan informasi pengetahuan, pemahanan, dan kecakapan 

bagi Akademisi, dan para taruna mengenai regulasi kepengurusan kru asing 

yang berkerja di kapal berbendera Indonesia dan kendala yang dihadapinya. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam 

mengimplementasikan pengetahuan tentang kepengurusan kru asing yang 

berkerja di kapal berbendera Indonesia. 

2) Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini perusahaan agar dapat lebih baik 

dalam pelaksanaan kepengurusan kru asing, untuk membuat kemajuan 

terhadap perusahaan. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dengan satu 

sama dengan yang lainnya. Untuk memudahkan dalam mengikuti dan memahami 

seluruh uraian pembahasan serta permasalahan dalam skripsi ini maka penulisan 

dilakukan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi dan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Latar belakang berisi tentang permasalahan yang terjadi dan alasan 

pemilihan judul skripsi. Perumusan masalah adalah pertanyaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian 

merupakan hal yang didapat setelah penelitian ini dilakukan. Manfaat penelitian berisi 

dampak yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika penulisan berisi gambaran/ 

isi dari skripsi ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dikemukanan mengenai pengertian atau definisi operasional yang akan 

memuat uraian mengenai ilmu pengetahuan yang terdapat dalam kepustakaan, 

pengertian hal-hal yang terkait dengan permasalahan serta kerangka pemikiran 

tentang masalah yang akan diteliti. 

BAB III: METODELOGI PENELITIAN 

Mengenai metode penelitian penulis menguraikan cara pengumpulan pengumpulan 

data dari objek yang diteliti, meliputi waktu dan tempat penelitian, berapa lama 

penelitian dilakukan, metode pendekatan dan teknik pengumpulan data yang 

mengungkapkan cara apa saja yang dilakukan untuk mengumpulkan data, subjek 

penelitian yang merupakan informasi tentang, subjek yang menjadi fokus penelitian, 

serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.  

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang deskriptif data yang diperoleh penulis selama melakukan 

penelitian dilanjutkan analiSis data dan alternatif pemecahan masalah. Kemudian 

melakukan evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah beserta hasil pemecahan 

masalah. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai hasil suatu penelitian maka akan diberikan simpulan dan saran. Simpulan 

yang telah ditarik dari hasil penelitian berdasarkan dengan analisis data dan 
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pembahasan mengenai topik yang diteliti serta saran bagi penyelesaian permasalahan 

sebagai suatu masukan yang bermanfaat.



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. DEFINISI OPERASIONAL 

DefInisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). 

Pada bab ini penulis membuat beberapa pengertian dan istilah yang diambil dari 

beberapa buku-buku refrensi, jurnal imilah, dan pendapat para ahli, untuk memahami 

dan memudahkan penulisan skripsi diantaranya sebagai berikut: 

 Visa  

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di 

Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk 

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin 

tinggal. 

Visa yang diberikan menjadi dasar pemberian izin tinggal di Indonesia, sesuai 

dengan jenis dan kategori visa yang diperoleh. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 mengklasifikasikan visa ke dalam beberapa jenis, seperti visa kunjungan, 

visa tinggal terbatas, dan visa diplomatik, yang masing-masing memiliki syarat 

dan ketentuan yang berbeda. 

 Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) 

Kemudahan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disingkat Dahsuskim adalah 

izin tinggal terbatas kemudahan khusus keimigrasian yang diperuntukkan khusus 

untuk tenaga kerja asing yang bekerja di atas kapal atau alat apung di wilayah 

perairan Indonesia. Sebagai instrumen hukum, Dahsuskim memberikan kerangka 

legal bagi tenaga kerja asing untuk beroperasi di sektor maritim Indonesia, sesuai 

dengan kebutuhan industri dan peraturan yang berlaku. Pemberian izin ini 

mencakup tenaga ahli, nahkoda, dan awak kapal atau alat apung yang beroperasi 

di seluruh wilayah perairan Indonesia.  
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 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah dokumen tentang 

perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang harus dimiliki oleh kegiatan 

investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri 

yang menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan usahanya. Hal ini 

berdasarkan PP no.34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. 

RPTKA memuat berbagai informasi mendetail terkait dengan aspek-aspek 

penggunaan TKA, mulai dari jenis pekerjaan yang akan diisi oleh TKA, jumlah 

tenaga kerja yang diperlukan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, 

hingga rencana alih teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja lokal. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran TKA di Indonesia tidak hanya 

sebatas memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan, tetapi juga memberikan 

kontribusi positif dalam jangka panjang, terutama dalam transfer pengetahuan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia domestik.  

 Izin Mengunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah surat keputusan yang di 

dalamnya berisi peraturan diizinkannya Warga Negara Asing (WNA) untuk bisa 

bekerja di perusahaan di wilayah Indonesia. 

IMTA diatur secara rinci dalam kerangka hukum yang bertujuan untuk mengatur 

arus masuk tenaga kerja asing dengan cara yang tidak mengganggu keseimbangan 

pasar tenaga kerja domestik. Salah satu fungsi utama IMTA adalah untuk 

mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan administratif dan teknis 

dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, yang meliputi aspek-aspek seperti 

posisi pekerjaan yang dapat diisi oleh WNA, durasi izin kerja, serta kewajiban 

perusahaan untuk melakukan transfer pengetahuan dan keahlian kepada pekerja 

lokal. Dalam konteks ini, IMTA berperan sebagai alat pengawasan yang efektif 

untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan tenaga kerja asing dan untuk 

memastikan bahwa kehadiran mereka di pasar tenaga kerja Indonesia memberikan 

kontribusi positif, baik dari segi peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal 

maupun pengembangan industri secara keseluruhan.  

industri serta pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. 

 Principal 

Principal adalah pihak yang memberikan perintah, mengawasi, memberikan 

penilaian dan masukan atas tugas yang akan dilakukan oleh agen. Sebagai pihak 
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yang berperan sentral dalam hubungan keagenan, principal tidak hanya berfungsi 

sebagai pemberi perintah, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa agen menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Dalam kerangka hubungan principal-agent, principal memiliki kewajiban untuk 

memberikan arahan yang jelas dan spesifik agar agen dapat melaksanakan tugas 

dengan efisien dan efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh principal mencakup 

berbagai aspek, mulai dari pemantauan proses pelaksanaan tugas hingga evaluasi 

hasil yang dicapai oleh agen.  

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan 

kepentingan dan instruksi principal serta untuk meminimalisir risiko 

ketidakpatuhan atau penyimpangan yang dapat merugikan principal. Selain itu, 

principal juga bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang objektif 

terhadap kinerja agen, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas 

kerja, kepatuhan terhadap instruksi, serta kontribusi agen terhadap pencapaian 

tujuan yang diinginkan. 

 Sign on  

Sign on adalah kondisi dimana pelaut siap untuk berangkat keatas kapal dan sudah 

memenuhi prosedur yang harus dilakukan. 

 Sign off   

Sign off adalah waktu pelaut sudah habis kontrak dan siap meninggalkan kapal. 

 Offshore service 

Offshore service adalah satu bagian dari divisi general agent yang dipercaya oleh 

principal, untuk mengurus semua perizinan kru asing yang akan bekerja di 

wilayah perairan Indonesia. 

Selain pengurusan perizinan, offshore service juga bertanggung jawab untuk 

memantau dan mengelola kepatuhan kru asing terhadap regulasi yang berlaku 

selama mereka bertugas di perairan Indonesia. Hal ini termasuk memastikan 

bahwa setiap kru memiliki dokumen yang sah dan up-to-date, serta memenuhi 

semua persyaratan kesehatan dan keselamatan yang diatur oleh otoritas maritim.  

Melalui pengawasan yang ketat ini, offshore service membantu principal untuk 

menjaga integritas operasional dan memastikan bahwa kru asing dapat 

berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan operasional tanpa 

menghadapi hambatan hukum atau administratif. Di samping itu, offshore service 
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juga berperan dalam memberikan dukungan administratif dan logistik kepada kru 

asing, seperti pengurusan akomodasi, transportasi, dan fasilitas lain yang 

diperlukan selama mereka berada di Indonesia.  

Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa kru dapat bekerja dengan nyaman 

dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja 

keseluruhan dari operasi yang dijalankan oleh principal. Dengan demikian, 

offshore service tidak hanya berfungsi sebagai pengurus perizinan, tetapi juga 

sebagai penyedia layanan komprehensif yang mendukung semua aspek 

operasional terkait tenaga kerja asing di perairan Indonesia, menjadikannya 

elemen kunci dalam keberhasilan operasi maritim dan industri terkait. 

 

B. TEORI 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengguanakan buku dan jurnal refrensi 

dari para ahli untuk mengambil dan memilih teori yang sesuai dengan masalah yang 

aka dibahas. Penulisan teori ini akan menjelaskan dan menguraikan variabel yang 

diamati sesuai dengan objek penelitian agar memudahkan dalam memahami skripsi 

ini. 

 Analisis 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok 

atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara 

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana (2016:27) “Analisis adalah usaha memilah 

suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya 

dan atau susunannya. 

Menurut Sugiyono (2019) analisis adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Menurut Vimila Mutihana (dalam Hidayat dan Mukhlisin, 2020) analisis adalah 

sikap atau minat dalam memecahkan suatu objek, fakta, dan fenomena dengan 

tujuan memahami hubungan keseluruhan antara bagian -bagian yang terlibat. 

Dalam arti lain, analisis juga mengacu pada kemampuan untuk memecahkan hal-
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hal atau informasi menjadi bagian - bagian kecil guna memudahkan pemahaman. 

Hal ini menjadikan analisis sebagai komponen kunci dalam upaya untuk 

memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan mencapai keberhasilan dalam 

berbagai aktivitas manusia, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun 

sosial. 

Berdasarkan penjelasan tentang analisis diatas bisa dipahami ada beberapa fungsi 

dari analisis, diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. 

b. Menetapkan sasaaran yang didapat secara spesifik. 

c. Memutuskan langkah alternatifk untuk mengatasi masalah dan      menetapkan 

langkah- langkah diantaranya yang terbaik untuk mendapati persiapan yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 Keterlambatan 

Pengertian keterlambatan menurut Ervianto (1998) dalam (Fitri Nur Kharina dan 

Kusno Adi Sambowo, 2019) adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau 

beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai 

jadwal yang telah direncanakan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), keterlambatan berarti suatu yang 

melewati waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut callahan (2017:32) 

dari sudut pandangnya menyatakan keterlambatan (delay) adalah apabila suatu 

aktifitas atau kegiatan proyek konstruksi mengalami penambahan atau dengan 

rencana yang diharapkan. 

Pengertian keterlambatan ini menekankan pada aspek waktu, yaitu perbedaan 

antara waktu yang direncanakan dan waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, baik yang berasal dari pihak kontraktor, pemilik proyek, maupun faktor 

eksternal. 

Pada perkembangannya, pengertian keterlambatan tidak hanya terbatas pada 

aspek waktu, tetapi juga mencakup aspek biaya dan kualitas. Keterlambatan dapat 

menyebabkan penambahan biaya, baik karena perlunya penambahan tenaga kerja, 

material, atau peralatan, maupun karena perlunya penambahan waktu kerja 

lembur. Keterlambatan juga dapat menyebabkan penurunan kualitas produk atau 

jasa yang dihasilkan. 
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 Penerbitan Izin Kerja 

a. Penerbitan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, 

cara, atau perbuatan menerbitkan. Penerbitan juga dimaknai sebagai 

pemunculan atau urusan (perkerjaan dan sebagainya) menerbitkan (buku dan 

sebagainya). 

Sementara itu menurut ikatan penerbit Indonesia (IKAPI) (2019) Penerbitan 

adalah kegiatan yang menggabungkan aktivitas percetakan dalam alur proses 

penerbitan. Percetakan dilakukan selepas penyuntingan dan pemeriksaan 

aksara. 

b. Izin Kerja 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 

2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, izin kerja adalah dokumen 

tertulis yang mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK) untuk memastikan bahwa perkerjaan dilakukan dengan aman 

dan efesien.  

Implementasi izin kerja ini sangatlah penting untuk melindungi para pekerja 

dari berbagai potensi bahaya yang terkait dengan pekerjaan mereka. Lebih 

lanjut, izin kerja berperan sebagai instrumen vital dalam meminimalisir 

risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan 

penerapannya yang efektif, produktivitas dan efisiensi kerja pun dapat 

meningkat, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi 

seluruh pekerja. Penting untuk digarisbawahi bahwa izin kerja bukan hanya 

sekedar dokumen formalitas, melainkan alat bantu yang krusial dalam 

menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, penerapannya 

harus dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh semua pihak 

baik agen, principal, dan kru asing tersebut. 

 Kru Kapal 

Mengenai ini menurut UU RI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran 

mendefinisikan pengertian kru kapal adalah orang yang bekerja atau 

dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan 

tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil. 

Menurut Kurniawan (2017) Kru kapal dibagi menjadi dua bagian kedudukan, 

yaitu perwira kapal dan Anak Buah Kapal (ABK). Perwira kapal adalah orang 



14 

 

yang memiliki sertifikat keahlian khusus untuk memimpin dan mengawasi operasi 

kapal, sedangkan ABK adalah orang yang membantu perwira kapal dalam 

menjalankan tugasnya 

 Warga Negara Asing 

Menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian warga negara asing adalah 

orang bukan warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia. 

Berdasarkan pernyataan Fachri Muhammad (2023): warga negara asing adalah 

orang yang secara hukum tidak memiliki hubungan dengan suatu negara, 

termasuk Indonesia. 

Menurut Hikmahanto Juwana (2022) warga negara asing adalah orang yang tidak 

memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berada di wilayah Indonesia dengan 

izin tinggal yang sah, baik untuk sementara maupun permanen. Menurut 

Muhammad Syafii Maarif (2021) warga negara asing adalah orang yang secara 

hukum tidak terikat dengan suatu negara dan memiliki hak dan kewajiban yang 

berbeda dengan warga negara. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara asing adalah orang 

yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berada di wilayah Indonesia 

dengan izin tinggal yang sah, baik untuk sementara maupun permanen. 

 Tenaga Kerja Asing 

Pengertian tenaga kerja asing (TKA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, 

dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk 

retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari 

pengenaan retribusi. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan negara Indonesia 

yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun luar hubungan kerja, 

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Menurut PP nomer 41 tahun 2021 pasal 1 ayat (1) tenaga kerja asing yang 

selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan 

maksud berkerja di wilayah Indonesia. 

Penggunaan tenaga kerja asing bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga 

kerja yang memiliki keahlian dan keprofesian tertentu yang belum dapat diisi oleh 

tenaga kerja Indonesia. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai langkah dalam 

mempercepat progres pembangunan nasional dan regional dengan akselerasi 

penggunaan keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan investasi 
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asing. Meskipun demikian, pada praktiknya, perusahaan asing atau nasional 

diwajibkan menggunakan tenaga ahli dari Indonesia. 

Dalam hal ini semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib 

untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Dinas Tenaga Kerja dan Instansi yang 

terkait. Apabila pihak pengusaha melalaikan kewajibannya untuk meminta izin 

atas penggunaan tenaga kerja asing, maka pengusaha tersebut akan dikenakan 

sanksi. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa 

setiap pemberi kerja tenaga kerja asing harus memiliki Rencana Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau penjabat yang 

ditunjuk. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) untuk mendapatkan Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemberi kerja tenaga kerja asing harus 

mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Jendral Ketenagakerjaan. 

 Kapal Berbendera Indonesia 

Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal berbendera indonesia 

adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia (DKI) dan 

berhak untuk mengibarkan bendera merah putih. 

Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia 

sebagai bendera kebangsaan. Pernyataan tersebut berdasarkan peraturan menteri 

perhubungan Republik Indonesia nomor PM 11 tahun 2023 tentang konvensi 

internasional untuk keselamatan jiwa di laut berserta amandemen nya. 

Kapal berbendera Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian 

Indonesia. Kapal-kapal tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang, 

barang, dan bahan baku. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga digunakan untuk 

mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di perairan 

Indonesia. 

 Keagenan kapal 

Menurut PM 59 tahun 2021 pasal 1 ayat 13 Keagenan Kapal adalah kegiatan 

usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing 

dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.  

Secara garis besar, dikenal dua jenis agen kapal yaitu sebagai berikut:  
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a. General Agent 

General Agent adalah perusahaaan pelayaran nasional  yang  ditunjuk  oleh 

perusahaan  asing  untuk  melayani  kapal  –  kapal  milik  perusahaan  asing 

tersebut  selama  berlayar  dan  singgah  di  pelabuhan  Indonesia.  

Persyaratan untuk  menjadi  agen  umum  adalah  perusahaan  pelayaran  

Indonesia  yang memiliki kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang – 

kurangnya 5000 GRT (gross tonnage) secara kumulatif dan memiliki buku 

perjanjian umum (agency  agreement)  atau  memiliki  buku  surat  keagenan  

umum  (letter  of appointment)  bagi  perusahaan  laut  yang  ditunjuk  sebagai  

agen  umum dilarang  menggunakan  ruang  kapal  asing  yang  diageninya,  

baik  sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam 

negeri.   

b. Sub Agent  

Sub Agent adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh agen umum 

untuk melayani kebutuhan kapal di pelabuhan tertentu. Sub agent ini 

sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari agen umum sebagai 

melayani kebutuhan kapal dan awak kapal, perbaikan atau pemeliharaan 

kapal, penyediaan onderdil atau suku cadang kapal. 

 Tugas Keagenan   

Menurut Suyono (2017: 225) dalam bukunya “Shipping”, agen umum 

mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain: 

a. Koordinasi operasi dan pemasaran   

Tugas dari koordinasi operasi adalah untuk memastikan bahwa 

pembongkaran atau pemuatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan 

bongkar muat.  Selain itu, tugasnya termasuk juga memastikan bahwa kapal 

ketika masuk ke tempat sandar pelabuhan, pelaksanaan pandu, dan kapal 

tunda dilakukan dengan baik. Sedangkan tugas dari koordinasi pemasaran 

adalah mencarikan muatan, mengumumkan kedatangan kapal, hubungan 

dengan armada pemasaran dan sebagainya. 

Tugas ini juga melibatkan kerjasama dengan armada pemasaran yang 

bertanggung jawab untuk memperluas jaringan klien dan mengoptimalkan 

pemanfaatan armada kapal yang tersedia. Koordinasi pemasaran harus 

memastikan bahwa armada pemasaran memiliki informasi terkini tentang 

ketersediaan kapal, jadwal kedatangan dan keberangkatan, serta jenis dan 
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volume muatan yang dapat diangkut. Dengan demikian, koordinasi 

pemasaran berfungsi sebagai penghubung antara kapal dan pasar, serta 

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja operasional dan komersial kapal. 

b. Koordinasi keuangan 

Tugas dari koordinasi keuangan adalah untuk mengumpulkan dan mencatat 

segala pengeluaran kapal selama berada di pelabuhan. Karena tagihan dari 

pelabuhan sering terlambat, maka bagian disbursement bertugas 

menyelesaikan tagihan – tagihan yang belum diselesaikan.  

c. Penunjukan sub agen / agen 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk pelaksanaan tugas tertentu atau 

di pelabuhan tertentu, agen umum tidak melakukannya sendiri. Agen umum 

akan memerintahkan cabanganya atau perusahaan lain sebagai agennya.  

angkah ini memungkinkan agen umum untuk memanfaatkan keahlian lokal 

dan infrastruktur yang telah ada, serta memperluas jangkauan operasional 

mereka tanpa harus membangun kehadiran fisik di setiap pelabuhan.  

Keputusan untuk melibatkan cabang atau perusahaan lain sebagai agen ini 

didasarkan pada pertimbangan strategis yang matang, yang meliputi analisis 

terhadap kebutuhan operasional spesifik di setiap pelabuhan, ketersediaan 

layanan yang dibutuhkan, serta reputasi dan kapabilitas agen yang akan 

diinstruksikan. Cabang atau perusahaan yang ditunjuk sebagai agen 

diharapkan memiliki pengetahuan lokal yang mendalam serta pengalaman 

dalam mengelola kegiatan operasional di pelabuhan setempat, yang dapat 

mencakup penanganan muatan, penyediaan fasilitas sandar, koordinasi 

dengan otoritas pelabuhan, dan manajemen logistik lainnya.  

Dengan mendelegasikan tugas kepada cabang atau perusahaan lain sebagai 

agen, agen umum dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi 

biaya yang terkait dengan pengelolaan langsung di lapangan. Selain itu, 

model operasional ini memungkinkan agen umum untuk fokus pada kegiatan 

manajemen strategis dan pengembangan bisnis, sementara cabang atau agen 

lokal menangani operasional sehari-hari. Hal ini juga memberikan 

fleksibilitas bagi agen umum untuk menyesuaikan layanannya sesuai dengan 

kebutuhan pasar dan dinamika operasional di setiap pelabuhan, sehingga 

dapat memberikan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap perubahan 

situasi. 



18 

 

 

d. Mengumpulkan disbursement  

Pengeluaran Kapal bagian disbursement, mengumpulkan segala tagihan 

selama kapal di pelabuhan dan sesudah pemberangkatannya. Tugas ini 

biasanya diawasi oleh bagian operasi atau keuangan.  

Selain itu, bagian disbursement juga harus memastikan bahwa seluruh 

tagihan diselesaikan sesuai dengan kebijakan keuangan perusahaan dan 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pengawasan 

ketat terhadap arus kas dan pengendalian biaya untuk memastikan bahwa 

pengeluaran operasional tetap terkendali. Koordinasi keuangan harus secara 

proaktif berkomunikasi dengan otoritas pelabuhan dan vendor lain untuk 

menyelesaikan setiap masalah atau sengketa terkait tagihan yang mungkin 

muncul, serta memastikan bahwa semua kewajiban keuangan kapal 

diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. 

 Manajemen Waktu 

 Menurut Stephen R. Cobey dalam (1989) buku The 7 Habits of Highly Effective 

People book, bahwa manajemen waktu adalah bagaimana membagi tugas menjadi 

empat kuadran berdasarkan ugrensi dan kepentingan. Fokusnya untuk 

mengalokasikan lebih banyak waktu pada tugas yang penting. Dasar ini lah yang 

digunakan untuk meminta kebijakan kepada principal agar permintaan 

pembuatan izin kerja kru asing yang dikirimkan satu bulan sebelum masa 

keberangkatan atau kepulangan kru asing. 

 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Menurut John P. Wilson (2014)  dalam buku Human Resource Development: 

Learning & Training for Individuals and Organizations, mendefinisikan 

pengembangan SDM sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi 

untuk meningkatkan kinerja individu dan tim melalui pendidikan, pelatihan, 

penambahan, dan pengembangan keterampilan yang relevan. 

 Komunikasi 

Menurut Joseph Turow (2017) dalam buku Media Today: Mass Communication 

in a Converging World, menjelaskan komunikasi massa sebagai proses di mana 

media mempengaruhi audiens yang luas melalui pesan yang disebarluaskan secara 

terpusat. Dia juga menyoroti perubahan dalam komunikasi massa dengan adanya 

teknologi digital yang memungkinkan personalisasi pesan  
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

JUDUL 

Analisis Keterlambatan Penerbitan Izin Kerja Terhadap Pengurusan Kru Asing 

Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Indonesia Di PT Equinox Sentra Bahari 

RUMUSAN MASALAH 

 

Bagaimana mengatasi kendala keterlambatan 

informasi untuk pembuatan izin kerja kru 

asing  dari principal kepada PT. Equinox 

Sentra Bahari selaku agen? 

 

 

PENYEBAB 

  

1. Permintaan pembuatan izin kerja kru 

asing dari principal yang tidak sesuai 

dengan ketetentuan waktu yang telah 

ditetapkan. 

2. Kurangnya jumlah sdm yang memadai 

dalam divisi offshore service di PT. 

Equinox Sentra Bahari. 

1. Komunikasi yang dilakukan oleh agen 

dengan principal hanya melalui via 

email dan tidak disampaikan secara 

rinci persyaratan untuk pembuatan izin 

kerja kru asing. 

PEMECAHAN MASALAH 

  

1. Membuat kebijakan kepada principal agar 

permintaan pembuatan izin kerja kru asing 

dikirimkan  satu bulan sebelum masa 

keberangkatan atau kepulangan kru asing. 

2. Perusahan menambah karyawan divisi 

offshore service agar pengurusan izin kerja 

kru asing lebih terkoordinasi. 

 

1. Menjalin komunikasi yang lebih 

mendalam dengan mengadakan 

pertemuan langsung secara rutin 

bersama principal  terkait pembuatan 

izin kerja kru asing. 

TUJUAN 
Kelancaran penerbitan pengurusan izin kerja kru asing dapat meningkatkan pelayanan 

pada principal dan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Apa yang menyebabkan ketidak lengkapan 

dokumen yang diperoleh dari pihak 

principal untuk membuat perizinan kerja kru 

asing? 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada saat penulis melaksanakan Praktek Darat di 

Perusahaan Pelayaran PT. Equinox Sentra Bahari, terhitung mulai tanggal 1 

Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023. 

 Tempat Penelitian 

Tabel 3.1 

Tempat Kedudukan Formal Perusahaan  

Nama Perusahaan :  PT. EQUINOX SENTRA BAHARI 

Alamat :  Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. Kav. 31-33, 
RT.6/RW.14, Kb. Baru, Kec. Tebet, Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 12740. 

 
Telephone :  (021) 79187006 

Fax :  (021) 70067918 

Email : contact@esb.agency 

Website :  https://esb.agency/.com 

Jenis Usaha :  Keagenan Kapal 

1). Bentuk Badan Hukum :  Perseroan Terbatas 

2) Data-Data Akta Perusahaan  

a). Nama Notaris :  Ashoya Ratam SH, M.Kn 

b). Nomor Akta :  28 

c). Akta Tanggal :  27 Januari 2014 

d). Nama Direksi :  Tri Setyo Herianto 
 

 

 

 

e). Komisaris Utama :  Ajie Kusumantoro 

mailto::%20contact@esb.agency
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B. METODE PENDEKATAN 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena 

sosial dari sudut pandang subjek penelitian, Creswell (2020). Dalam hal ini digunakan 

metode deskriptif kulitatif karena penyebab terjadinya masalah tidak disebabkan oleh 

satu faktor saja melainkan banyak faktor sehingga perlu adanya penjelasan tentang 

faktor-faktor tersebut. Penggunaan metode ini berdasarkan bukti yang nyata atau 

objektif dan menggunakan analisis, perlu dilakukan secara sistematis, teratur, dan 

cermat dengan segala keadaan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang baik serta bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah actual yang 

dihadapi untuk mengumpulkan data-data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan 

dianalisa menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada 

kegiatan atau situasi tertentu. 

 

C. SUMBER DATA 

Dalam menulis penelitian ini, peneliti tentunya memerlukan data-data untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti 

pada PT. Equinox Sentra Bahari yaitu: 

 Data Primer 

Data tangan pertama (data primer) biasanya diperoleh melalui observasi yang 

bersifat langsung sehingga akurasinya lebih tinggi. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitiannya. 

Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan pengambilan data sendiri untuk 

mendapatkan data primer yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari 

Divisi offshore service PT. Equinox Sentra Bahari. 

 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain dan digunakan oleh 

peneliti untuk kepentingan penelitiannya. Adapun dalam penelitian ini data 

sekunder diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan penyusunan penelitian.  

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 
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a. Arsip yang terkait dengan masalah penelitian  

Penulis memperoleh data terkait dari data operasional di PT Equinox Sentra 

Bahari berupa dokumen untuk persyaratan pembuatan izin kerja kru asing. 

b. Literasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian  

Penulis memanfaatkan pendukung maupun data dari internet yang 

berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Teknik Observasi 

Observasi dalam penelitian seperti yang disebutkan oleh Creswell (2020), 

Observasi kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati perilaku dan aktivitas individu atau kelompok dalam konteks alamiah 

mereka. Merriam (2018) menyatakan Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena sosial secara langsung dan 

mencatatnya secara sistematis. Muhadjir (2011), mengatakan observasi  

kuantitatif berbeda dengan observasi kualitatif.  Observasi kuallitatif bebas 

meneliti konsep dan kategori pada setiap peristiwa dan memberi makna pada 

objek penelitian. 

Terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung di 

perusahaan PT. Equinox Sentra Bahari guna mengetahui pengurusan kru asing, 

dan bagaimana kendala serta cara pengupayaan kendala tersebut. Tahapan 

Observasi yang penulis lakukan dalam penulisan ini dapat dilihat pada gambar 3.1 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 

Tahapan Observasi 

 Teknik Komunikasi Wawancara 

Berger (dalam Kriyantono, 2020) Wawancara merupakan percakapan antara 

periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang 

yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek). Terkait dengan 

penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh 

data yang digunakan dalam penelitian. Proses wawancara ini dilakukan dengan 

Melakukan Observasi Mulai Data Hasil Observasi Selesai 
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maksud memperkuat data yang diperoleh saat observasi yang telah dilakukan oleh 

penulis. 

Dalam proses wawancara penulis memberikan ruang pada narasumber untuk 

menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis. Penulis melakukan 

wawancara kepada dua narasumber yang terdiri dari manager agen dan section 

head pada divisi offshore service di PT. Equinox Sentra Bahari. Tahapan 

wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

3.2 sebagai berikut; 

 

Gambar 3.2 

Tahapan Wawancara 

 

 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada 

waktu yang lalu, semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang 

bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Pada penelitian ini penulis 

mengumpulkan data melalui dokumen yang berhubungan dengan kegiatan 

kepengurusan kru asing di PT. Equinox Sentra Bahari 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang ada dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data-data yang 

didapatkan selama melakukan penelitian dikumpulkan dan kemudian dipaparkan 

serta digambarkan sesuai dengan keadaan dan kondisi pada saat itu dan berdasarkan 

pengamatan dengan melihat data-data yang ada. Data-data yang telah diperoleh ini 

Menetapkan  

Narasumber 
Mulai 

Membuat Janji 

dengan Narasumber 

Jadwal Wawancara Melaksanakan  
Wawancara Data Hasil 

Selesai 
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kemudian dianalisis dan hasil dari analisis ini diharapkan akan menghasilkan suatu 

gambaran yang lebih jelas dari penyusunan penelitian ini baik dari permasalahannya 

maupun hasil akhirnya. Dan diharapkan pula dapat memberikan solusi maupun 

pemecahan masalah yang tepat dan akurat, baik dalam mengamati dan menangani 

tentang permasalahan yang diangkat. 



 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI DATA 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang permasalahan atau fakta yang 

terjadi dan menguraikan sebagian dari peristiwa yang penulis alami pada saat 

melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan pada praktek darat (Prada) sejak 

tanggal 1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023. Demi kemudahan penelitian, penulis akan 

menyampaikan deskripsi mengenai data terkait sebagait berikut: 

 

 Profil Perusahaan PT. Equinox Sentra Bahari 

PT Equinox Sentra Bahari mulai dibentuk pada tahun 1983 ketika pendiri dan 

Pimpinan Eksekutif, Mr. Tim Cottew termasuk bagian dari suatu perusahaan 

pelayanan publik yaitu PT Samudra Petrindo Asia, yang tumbuh dan menjadi 

sebuah kerjasama pelayaran publik utama Osprey Maritime Pte. Ltd. Perusahaan 

ini memiliki dan mengoperasikan 36  kapal  tanker  dengan berbagai  jenis  tanker.   

Pada tahun 2001, kegiatan layanan di PT Samudra Petrindo diakuisisi oleh PT 

Perusahaan Pelayaran Equinox, sebuah perusahaan pelayaran nasional yang baru 

direhabilitasi di Jakarta pada tahun 2001. 

PT Perusahaan Pelayaran Equinox memiliki anak perusahaan diantaranya PT 

Equinox Bahari Utama yang bergerak di pengawakan kru kapal, dan PT Equinox 

Sentra Bahari. Penulis selama melakukan penelitian ditempatkan di PT Equinox 

Sentra Bahari. 

PT Equinox Sentra Bahari merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan dan jasa keagenan kapal yang meliputi muatan yang diangkut, logistik, 

kru kapal dan pelayanan kapal itu sendiri. 
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Berikut ini penulis lampirkan data dari PT Equinox Sentra Bahari: 

a. Tempat Kedudukan Formal 

Tabel 4.1 

Tempat Kedudukan Formal Perusahaan  

Nama Perusahaan :  PT. EQUINOX SENTRA BAHARI 

Alamat :  Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. Kav. 31-33, 

RT.6/RW.14, Kb. Baru, Kec. Tebet, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 12740. 

 

Telephone :  (021) 79187006 

Fax :  (021) 70067918 

Email : contact@esb.agency 

Website :  https://esb.agency/.com 

Jenis Usaha :  Keagenan Kapal 

1). Bentuk Badan Hukum :  Perseroan Terbatas 

2) Data-Data Akta Perusahaan  

a). Nama Notaris :  Ashoya Ratam SH, M.Kn 

b). Nomor Akta :  28 

c). Akta Tanggal :  27 Januari 2014 

d). Nama Direksi :  Tri Setyo Herianto 

 

 

 

 

e). Komisaris Utama :  Ajie Kusumantoro 

 

b. Visi dan Misi Perusahaan  

Untuk mencapai pelayanan terbaik kepada klien dan mitra kerja maka PT. 

Equinox Sentra Bahari memiliki visi-misi yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Visi perusahaan adalah menjadi pemimpin penyedia layananan 

keagenan   kapal yang kompetitif di kawasan ini, dengan mencapai 

standar industri tertinggi 

2. Misi Perusahaan antara lain: 

a. Perusahaan akan terlibat dalam kegiatan pengendalian yang luas 

dan akan berusaha untuk menjadi one stop shop untuk semua 

kebutuhan kapal  

 

  

mailto::%20contact@esb.agency
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b. PT Equinox Sentra Bahari bercita-cita untuk memimpin dalam 

setiap usaha yang kami emban dengan tetap setia pada komitmen  

c. Keamanan dan keselamatan hidup dan harta benda dalam 

perawatan  

d. Perlindungan lingkungan laut 

e. Kualitas dan efisiensi 

f. Kepuasan total pelanggan 

3. Tujuan Perusahaan  

PT Equinox Sentra Bahari berkomitmen untuk mencapai standar 

tertinggi di semua tingkat operasinya dengan audit dan pelatihan rutin 

bagi karyawannya. Penekanan khusus ditempatkan pada penyediaan 

lingkungan kerja yang aman dan penerapan praktik kerja yang secara 

konsisten untuk memastikan hal-hal berikut ini:  

a. Keselamatan hidup 

b. Keamanan muatan  

c. Keamanan properti dan aset 

d. Perlindungan dan peningkatan lingkungan 

PT Equinox Sentra Bahari percaya bahwa pentingnya bertindak 

dengan integritas dalam semua kegiatannya, untuk memperlakukan 

semua karyawan dan pelanggannya dengan cara yang adil dan 

terhormat. Perusahaan bertujuan untuk tetap menjadi pilihan pertama 

bagi pelanggannya dengan memperhatikan berikut ini: 

a. Memahami kebutuhan dari klien 

b. Beroperasi dengan aman dan hemat biaya  

c. Perbaikan berkelanjutan dari sistem QHSE 

d. Pengembangan dan inovasi objektif 

 Persyaratan Perizinan Kerja Asing Yang Diproses oleh PT Equinox Sentra 

Bahari 

Selama penulis menjalankan praktek darat di PT Equinox Sentra Bahari 

adapun jenis perizinan kerja yang akan penulis rincikan selama dalam poin 

berikut berserta dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT Equinox 

Sentra Bahari selaku agen diantaranya: 
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a. Visa  

Permohonan visa diajukan kepada pejabat pemberi visa yang ditunjuk 

pada via webiste yang disediakan oleh pihak imigrasi, setelah mengisi 

identitas pemohon pada website yang telah disediakan dan melampirkan 

persyaratan berupa: 

1. Paspor atau Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku 

2. Tiket untuk berangkat dan kembali atau bukti lain untuk 

melanjutkan perjalanan ke negara tujuan 

3. Pas Foto  

4. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di 

Indonesia 

5. Sertifikat vaksin 

6. Rekening koran selama 3 bulan terakhir 

7. Membayar biaya Imigrasi sesuai jenis visa menurut ketentuan yang 

berlaku 

b. SK Dahsuskim 

Kemudahan khusus keimigrasian, yang selanjutnya disebut dengan SK 

Dahsuskim, adalah perizinan tenaga ahli warga Negara asing yang akan 

bekerja pada kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. 

Dokumen yang diperlukan untuk pembuatan SK Dahsuskim adalah: 

1. Surat Permohonan Kepada Pihak Imigrasi 

2. Guaranty Latter dengan cap basah 

3. Kru List yang dimohonkan untuk diproses Dahsuskimnya  

4. Surat penunjukan principal kepada agen atau sponsor letter 

5. Rencana Penggunaan Trayek di sertifikat Kapal 

6. KTP dari penjamin kru selama berada di Indonesia 
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c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)  

Sebelum mengajukan penggunaan izin menggunakan tenaga kerja asing 

(IMTA), tenaga kerja asing harus mengajukan rencana penggunaan tenaga 

kerja asing terlebih dahulu, berikut adalah persyaratan yang dibutuhkan 

untuk pengajuan rencana kerja asing diantaranya: 

1. SK dahsuskim yang telah terbit 

2. Kontrak kerja 

d. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 

Izin menggunakan Tenaga Kerja Asing akan diberikan kepada Tenaga 

Kerja Asing yang berkerja di perairan Indonesia (Kapal Berbendera 

Indonesia) masa berlakunya berdasarkan Dahsuski. Adapun Dokumen 

yang diperlukan sebagai berikut: 

1. Surat Permohonan Kepada Depnaker 

2. SK. Dahsuskim yang telah terbit 

3. Dokumen yang berisi riwayat hidup atau curiculum vitae 

4. COC (Certifate of Competency) 

5. Pas foto 

6. Kontrak Kerja  

 

 Peristiwa Keterlambatan Informasi Dari Principal 

Sebagai seorang agen tentu harus selalu siap sedia apabila diperintah oleh 

principal, dalam pengalaman penulis selama praktek darat peristiwa ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi agen, dikarenakan perintah yang diberitahu oleh 

principal sering kali tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan untuk pembuatan izin kerja kru asing, berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan karyawan di divisi offshore service pihak principal beberapa kali 

kerap meminta agar proses pembuatan izin kerja kru asing dipercepat dari waktu 

yang telah disepakati oleh belah dua belah pihak sebelumnya. Peranan dan 

kepandaian agen diuji dalam hal ini untuk memuaskan principal dalam hal 

pembuatan izin kerja kru asing. ituasi ini menempatkan agen dalam posisi yang 

sulit, karena mereka harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perusahaan 

sambil memenuhi permintaan principal. Oleh karena itu, peranan dan kepandaian 

agen sangat diuji dalam upaya memuaskan principal dalam hal pembuatan izin 
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kerja kru asing, yang sering kali membutuhkan penyesuaian yang cepat dan akurat 

terhadap peraturan dan prosedur yang ada. 

 Proses Pembuatan Izin Kerja Kru Asing Yang Ingin Naik Ke Kapal 

Berbendera Indonesia Di Divisi Offshore service Di PT Equinox Sentra 

Bahari 

Operasional offshore service bergerak dalam pengelolaan kru asing yang 

mencakup seluruh proses mulai dari keberangkatan kru dari negara asal hingga 

kedatangan mereka di lokasi kerja. Semua ini dilakukan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu aspek penting dari operasional 

ini adalah proses perizinan kerja kru asing, yang mencakup berbagai tahap 

administratif dan birokratis untuk memastikan bahwa semua kru memiliki izin 

kerja yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Waktu yang diperlukan untuk pembuatan izin kerja ini bervariasi tergantung pada 

berbagai faktor, termasuk dokumen yang harus disiapkan, waktu pemrosesan oleh 

otoritas terkait, serta kepatuhan terhadap regulasi imigrasi dan ketenagakerjaan 

yang berlaku di negara tujuan.  

Selain itu, offshore service juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, 

termasuk agen perjalanan, otoritas pemerintah, dan principal yang 

mempekerjakan kru tersebut, untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan 

lancar dan efisien. Penulis akan menjabarkan detail dari proses ini, termasuk 

langkah-langkah yang harus diambil dan estimasi waktu yang diperlukan untuk 

setiap tahap, dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Proses Pembuatan Izin Kerja Kru Asing 

 

Sumber: Divisi Offshore Service  PT Equinox Sentra Bahari 
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 Terjadinya Ketidaklengkapan Dokumen Untuk Pembuatan Izin Kerja Kru 

Asing 

Selama penulis melakukan praktek darat penulis melakukan observasi dan 

menemukan penyebab terlambat nya terbitnya dokumen perizinan kerja kru asing 

dikarenakan ketidak lengkapan persyaratan pembuatan izin kerja yang diajukan 

oleh pihak principal kepada PT Equinox Sentra Bahari selaku agen.  

Tabel 4.3 

Tabel Daftar Dokumen Kru Asing Yang Tidak Lengkap 

 
Sumber: Divisi Offshore Service PT Equinox Sentra Bahari 

Penulis berhasil merekap sebanyak 10 perizinan kerja yang bermasalah penerbitan 

nya dikarenakan persyaratan yang dikirimkan tidak lengkap oleh pihak principal 

kepada agen sehingga waktu untuk pengurusan perizinan kerja kru asing harus 

lebih lama dari yang telah awal ditetapkan. 

Fakta yang terjadi dikantor saat penulis praktek, agen hanya melakukan 

komunikasi sebatas hanya via email saja tidak ada komunikasi yang lebih intensif 

didalam menjalin komunikasi dengan principal, peristiwa seperti ini lah yang 

sering menyebabkan ketidak lengkapan persyaratan dokumen untuk pembuatan 
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izin kerja kru asing yang diperoleh dari pihak principal untuk membuat perizinan 

kerja kru asing. 

Dalam observasi penulis merekap dokumen apa saja yang kurang untuk 

pembuatan izin kerja kru asing, serta merekap tanggal keterlambatan penerbitan 

izin kerja kru asing. 

Berikut penulis sajikan hasil dari observasi mengenai ketidaklengkapan dokumen 

untuk pembuatan izin kerja kru asing : 

Tabel 4.4 

Tabel Keterlambatan Penerbitan Perizinan Kerja Kru Asing 

 
Sumber: Divisi Offshore service  PT Equinox Sentra Bahari 

 

B. ANALISIS DATA 

Pengertian keterlambatan menurut Ervianto (1998) dalam (Fitri Nur Kharina 

&Kusno Adi Sambowo, 2019) adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau 

beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai 

jadwal yang telah direncanakan. Dalam peristiwa ini keterlambatan penerbitan 

dokumen terhadap pengurusan kru asing adalah keterlambatan proses penerbitan izin 

kerja kru asing yang akan melaksanakan on board namun terjadi kendala sehingga 

menyebabkan tidak tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan sebelumnya didalam 

pelayanan kepengurusan kru asing di PT Equinox Sentra Bahari. Berdasarkan hasil 

pengamatan observasi penulis menjabarkan beberapa penyebab keterlambatan 

penerbitan izin kerja kru asing diantara nya sebagai berikut: 

 Permintaan Pembuatan Izin Kerja Kru asing dari Principal  Yang Tidak 

Sesuai Dengan Ketentuan Waktu yang Telah Ditetapkan 

Informasi dari principal merupakan elemen yang sangat penting agar 

kepengurusan kru asing dengan baik. Namun fakta yang terjadi selama penulis 

praktek di divisi offshore service, principal kerap kali permintaan pembuatan izin 

kerja kru asing tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh 
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agen. Padahal agen sudah memberikan informasi mengenai waktu untuk proses 

pembuatan izin kerja kru asing. Hal ini membuat proses pengurusan proses sign 

on formalitasnya tidak efektif dan sering kali hal tersebut mengakibatkan 

karyawan yang bertanggung jawab dalam hal itu menjadi terburu, serta tidak 

sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure). 

 Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Memadai Dalam Divisi 

Offshore service  di PT Equinox Sentra Bahari 

Setiap perusahaan sangat bergantung terhadap karyawan yang dimilikinya untuk 

menjalankan perusahaan. Faktor Sumber Daya Manusia merupakan penentu 

keberhasilan sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Semakin baik dan berkualitas SDM yang dipunyai oleh perusahaan, makan akan 

berpengaruh untuk pendapatan perusahaan tersebut. Kekurangan jumlah sumber 

daya manusia yang memadai di PT Equinox Sentra Bahari khususnya di divisi 

offshore service, merupakan masalah yang signifikan yang dapat menghambat 

kinerja operasional dan produktivitas perusahaan. Sumber daya manusia yang 

kompeten dan terlatih adalah faktor kritis dalam mencapai efisiensi dan efektivitas 

organisasi.  

Berdasarkan struktur organisasi PT. Equinox Sentra Bahari divisi offshore service 

hanya mempunyai 1 supervisor dan 1 staff, kekurangan ini dapat berdampak 

negatif pada kemampuan offshore service untuk melayani kegiatan operasional 

nya. Oleh karena itu, penting bagi PT Equinox Sentra Bahari untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi penyebab keterlambatan penerbitan izin kerja kru 

asing, serta mengimplementasikan kebijakan yang proaktif dalam 

mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Upaya-upaya tersebut dapat meliputi penambahan jumlah karyawan, peningkatan 

program pelatihan dan pengembangan, penyediaan insentif untuk meningkatkan 

loyalitas karyawan, serta penerapan strategi rekrutmen yang lebih efektif dan 

inklusif. Dengan demikian, PT Equinox Sentra Bahari dapat memperkuat fondasi 

sumber daya manusianya dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. 

 Kurangnya Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Agen Dengan Principal  

Hanya Melalui Via Email Dan Tidak Disampaikan Secara Rinci Untuk 

Persyaratan Pembuatan Izin Kerja Kru Asing 

Komunikasi yang dilakukan oleh agen terkait pembuatan izin kerja kru asing di 

PT Equinox Sentra Bahari sering kali mengalami kendala signifikan, terutama 
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disebabkan oleh kurangnya komunikasi hanya melalui via email dengan principal.  

Hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah, seperti kesalahpahaman 

prosedural, ketidakpatuhan terhadap regulasi imigrasi dan ketenagakerjaan, serta 

penundaan dalam proses perizinan yang dapat berdampak pada operasional 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terlihat bahwa kurangnya 

komunikasi yang intensif antara PT Equinox Sentra Bahari dengan principal 

merupakan faktor utama yang menyebabkan dokumen yang dilampirkan oleh 

principal sering kali tidak lengkap. Kekurangan ini berdampak signifikan pada 

proses penerbitan perizinan kerja kru asing, yang akhirnya mengalami 

keterlambatan. Komunikasi yang tidak memadai antara kedua belah pihak 

mengakibatkan adanya miskomunikasi dan kurangnya pemahaman terhadap 

persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup ketidaklengkapan 

data pribadi, dokumen keahlian, dan surat-surat pendukung lain yang diperlukan 

oleh otoritas imigrasi dan ketenagakerjaan. Ketidaklengkapan dokumen ini 

menimbulkan penundaan dalam verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang, 

sehingga proses perizinan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. 

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi PT Equinox Sentra Bahari 

untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas komunikasi dengan principal. Ini 

dapat dilakukan melalui penerapan sistem komunikasi yang lebih efektif, seperti 

pertemuan rutin, dan pemberian panduan yang jelas dan terperinci mengenai 

dokumen yang diperlukan. Dengan demikian, principal akan lebih memahami 

persyaratan dan dapat melengkapi dokumen secara akurat dan tepat waktu, yang 

pada gilirannya akan mempercepat proses penerbitan perizinan kerja kru asing 

dan memastikan kelancaran operasional perusahaan. 

C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 

Berdasarkan analisis mendalam terkait permasalahan yang dihadapi, penulis 

melakukan observasi dan upaya pencarian solusi yang optimal, hal ini mendorong 

penulis untuk mengusulkan alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan 

masalah ini merupakan suatu solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Berikut penulis rincikan alternatif pemecahan masalah, 

diantaranya: 
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 Membuat Kebijakan Kepada Principal Terkait Permintaan Pembuatan 

Perizinan Kerja Kru Asing Dikirimkan Satu Bulan Sebelum Masa 

Keberangkatan Atau Kepulangan Kru Asing 

Membuat kebijakan yang mengharuskan principal mengirimkan permintaan 

pembuatan izin kerja untuk kru asing satu bulan sebelum masa keberangkatan 

atau kepulangan adalah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi operasional dan mengurangi potensi kendala administratif. Dengan 

adanya kebijakan ini, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur 

dan terencana, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih baik terhadap 

berbagai kebutuhan dan persyaratan yang terkait dengan izin kerja bagi kru asing. 

Dalam konteks ini, principal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk permohonan izin kerja 

kru asing telah disiapkan dengan baik dan lengkap sebelum diajukan. 

Penyerahan permohonan izin kerja satu bulan sebelumnya memberikan waktu 

yang cukup bagi otoritas terkait untuk memverifikasi dan memproses dokumen 

tersebut, mengurangi risiko keterlambatan yang dapat berdampak negatif pada 

jadwal operasional perusahaan. Langkah ini juga membantu menghindari potensi 

penalti atau sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan imigrasi dan 

ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi antara principal dan agen atau pihak yang berwenang 

dalam pengurusan izin kerja. Dengan waktu yang lebih panjang untuk proses 

pengajuan, pihak-pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk mengatasi 

berbagai masalah atau kendala yang mungkin timbul selama proses verifikasi 

dokumen dan permohonan. Hal ini juga memungkinkan adanya penyesuaian atau 

pembaruan dokumen yang diperlukan tanpa tekanan waktu yang berlebihan, 

sehingga meningkatkan kualitas kinjer agen dalam memproses permohonan izin 

kerja yang diajukan. Implementasi kebijakan ini juga berpotensi untuk 

meningkatkan kepuasan principal yang bekerja di perusahaan tersebut.  

Proses perizinan yang lebih lancar dan terstruktur memberikan kepastian hukum 

dan administratif bagi kru asing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa 

aman dan kenyamanan mereka dalam bekerja. Kebijakan ini mencerminkan 

komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan perlindungan hak-hak 

tenaga kerja asing, yang dapat memperkuat reputasi perusahaan di mata para 

pekerja dan otoritas terkait. Secara keseluruhan, kebijakan untuk mengajukan 
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permintaan pembuatan izin kerja kru asing satu bulan sebelum masa 

keberangkatan atau kepulangan adalah langkah yang proaktif dan berdampak 

positif pada berbagai aspek operasional perusahaan. 

Dengan perencanaan yang lebih matang dan koordinasi yang lebih baik, 

perusahaan dapat memastikan kelancaran proses perizinan dan meminimalkan 

risiko yang terkait dengan ketenagakerjaan internasional. Kebijakan ini juga 

menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standar profesionalisme dan 

kepatuhan hukum yang tinggi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada 

keberhasilan jangka panjang perusahaan dalam industri global. 

 Perusahaan Menambahan Karyawan Divisi Offshore Service Agar 

Pengurusan Izin Kerja Kru Asing Lebih Terkoordinasi 

Perusahaan perlu melakukan penambahan karyawan pada divisi offshore service 

guna memastikan bahwa pengurusan izin kerja bagi kru asing dapat dilakukan 

dengan lebih terkoordinasi dan memuaskan principal. Langkah ini diharapkan 

dapat memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas layanan 

yang diberikan kepada principal, yang pada gilirannya akan memperkuat 

hubungan bisnis dan meningkatkan reputasi perusahaan dalam industri. 

Penambahan tenaga kerja ini menjadi strategis dalam menghadapi peningkatan 

volume pekerjaan serta kompleksitas yang sering kali muncul dalam proses 

pengurusan izin kerja kru asing. Penambahan karyawan di divisi offshore service 

akan memungkinkan pembagian tugas yang lebih spesifik dan fokus terhadap 

setiap aspek pengurusan izin kerja.  

Dengan tim yang lebih besar dan terlatih, perusahaan dapat memastikan bahwa 

setiap permohonan izin kerja diproses dengan cepat dan akurat, mengurangi 

kemungkinan terjadinya kesalahan atau keterlambatan yang dapat berdampak 

negatif pada operasional. Selain itu, tenaga kerja tambahan akan memungkinkan 

pengawasan yang lebih intensif dan proaktif terhadap perubahan peraturan dan 

kebijakan imigrasi yang dapat mempengaruhi proses perizinan.  

Bertambahnya sumber daya manusia, perusahaan juga dapat memperkuat 

kemampuan koordinasi antar tim dan meningkatkan interaksi dengan pihak 

eksternal, seperti agen imigrasi dan otoritas terkait. Komunikasi yang lebih efektif 

dan responsif dengan principal akan tercapai, memastikan bahwa setiap 

permintaan dan kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Dalam jangka panjang, 



37 

 

ini akan meningkatkan kepuasan principal terhadap layanan perusahaan, yang 

sangat penting dalam mempertahankan dan memperluas kontrak bisnis.  

Selain itu, pelatihan dan pengembangan karyawan baru di divisi offshore service 

dapat difokuskan pada peningkatan kompetensi khusus dalam pengurusan izin 

kerja dan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku. Dengan tenaga 

kerja yang lebih kompeten dan berpengetahuan, perusahaan dapat menghadapi 

berbagai tantangan administratif dengan lebih percaya diri dan efisien. Ini juga 

memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan 

lingkungan bisnis dan regulasi yang dinamis, sehingga memastikan 

kelangsungan operasional yang tidak terganggu. Secara keseluruhan, 

penambahan karyawan di divisi offshore service adalah langkah strategis yang 

efeltif untuk meningkatkan kualitas pengurusan izin kerja kru asing dan 

memuaskan principal.  

Peningkatan efisiensi, koordinasi, dan kompetensi, perusahaan dapat 

mengoptimalkan proses perizinan dan memberikan layanan yang lebih baik 

kepada principal. Langkah ini tidak hanya meningkatkan operasional internal 

perusahaan tetapi juga memperkuat posisi kompetitif di industri, membangun 

reputasi yang solid, dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku 

kepentingan. 

 Komunikasi Yang Lebih Intensif Dengan Principal Untuk Pembuatan Izin 

Kerja Kru Asing 

Perusahaan harus menjalin komunikasi yang lebih mendalam dengan 

mengadakan pertemuan langsung secara rutin bersama principal terkait dengan 

pembuatan izin kerja kru asing, tidak hanya melalui email. Pertemuan langsung 

memungkinkan dialog yang lebih interaktif dan mendalam, di mana kedua belah 

pihak dapat menyampaikan dan mendiskusikan kebutuhan, kendala, serta solusi 

yang lebih efektif. Selain itu, pertemuan tatap muka memberikan kesempatan bagi 

perusahaan untuk memahami ekspektasi principal secara lebih komprehensif, 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Dengan adanya mengadakan pertemuan langsung secara rutin, 

perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan terpercaya dengan 

principal. Interaksi langsung membantu menciptakan rasa saling percaya dan 

memperkuat kemitraan, karena principal akan merasa lebih dihargai dan 

diakomodasi.  
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Pertemuan ini juga memungkinkan penanganan permasalahan atau isu yang 

mungkin muncul selama proses pengurusan izin kerja kru asing dengan lebih 

cepat dan efisien, mengurangi potensi keterlambatan yang dapat merugikan 

kedua belah pihak. Selain meningkatkan hubungan interpersonal, pertemuan 

langsung juga memberikan kesempatan untuk klarifikasi yang lebih jelas dan 

mendetail terkait prosedur dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan izin 

kerja kru asing.  

Dalam pertemuan ini, perusahaan dan principal dapat membahas secara rinci 

setiap langkah yang diperlukan, memastikan bahwa tidak ada informasi yang 

terlewatkan atau disalahpahami. Komunikasi yang lebih langsung ini membantu 

menghindari miskomunikasi yang sering kali terjadi melalui komunikasi email 

yang bisa jadi kurang lengkap atau ambigu. Dengan diadakan nya pertemuan rutin 

ini, perusahaan juga dapat memperbarui principal tentang perkembangan terbaru 

terkait regulasi imigrasi dan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi proses 

pengurusan izin kerja kru asing. 

Pertemuan ini juga menjadi forum untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

prosedur yang ada, memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan lebih 

lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, 

mengadakan pertemuan langsung secara rutin dengan principal adalah strategi 

komunikasi yang esensial dalam meningkatkan kualitas pengurusan izin kerja kru 

asing.  

Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan dan kepercayaan antara 

perusahaan dan principal, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses berjalan 

lebih efisien dan transparan. Terjalin nya komunikasi yang lebih mendalam dan 

terstruktur, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik, responsif, dan 

sesuai dengan kebutuhan principal, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kepuasan dan kerjasama jangka panjang. 

D. EVALUASI TERHADAP ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 

Setiap alternatif yang diajukan harus dievaluasi dari segi kekuatan, kelemahan, 

kelebihan, dan kekurangan untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam 

memilih pemecahan masalah yang tepat. Evaluasi yang komprehensif terhadap setiap 

alternatif ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah 

dipertimbangkan secara mendalam dan objektif. Kekuatan dari setiap alternatif dapat 
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menunjukkan potensi keberhasilan dan manfaat yang dapat diperoleh, sementara 

kelemahan mengidentifikasi risiko dan hambatan yang mungkin dihadapi. 

Berikut penulis jelaskan secara rinci terkait pemecahan evaluasi terhadap alternatif 

pemecahan masalah: 

 Membuat Kebijakan Kepada Principal Terkait Permintaan Pembuatan 

Perizinan Kerja Kru Asing Dikirimkan Satu Bulan Sebelum Masa 

Keberangkatan Atau Kepulangan Kru Asing 

Membuat kebijakan kepada principal terkait permintaan pembuatan perizinan 

kerja kru asing memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Pertama, kebijakan 

ini dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pengurusan izin 

kerja, karena principal akan memiliki panduan yang jelas mengenai prosedur dan 

tenggat waktu yang harus diikuti. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan yang 

dapat menghambat operasi perusahaan. Kedua, kebijakan ini juga dapat 

memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan telah 

dipenuhi dengan benar dan tepat waktu, sehingga meminimalkan kemungkinan 

penolakan atau masalah hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan. Dengan 

adanya kebijakan yang jelas, principal akan lebih mudah memahami dan 

menjalankan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi antara principal dan perusahaan. 

Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu 

dipertimbangkan. Pertama, implementasi kebijakan baru sering kali memerlukan 

waktu dan sumber daya tambahan untuk memastikan semua pihak yang terlibat 

memahami dan mematuhi aturan baru tersebut. Ini bisa berarti perlu adanya 

pelatihan atau sosialisasi tambahan bagi principal, yang dapat menambah beban 

kerja dan biaya bagi perusahaan. Kedua, adanya kebijakan yang terlalu kaku atau 

birokratis dapat menyebabkan penurunan fleksibilitas dalam menangani kasus-

kasus yang memerlukan penanganan khusus atau mendesak. Dalam situasi 

tertentu, keterlambatan atau ketidakmampuan untuk segera beradaptasi dengan 

kondisi yang berubah dapat merugikan operasi perusahaan dan mengurangi 

kepuasan principal terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi 

perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dirancang dengan 

mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan dan kelancaran operasional. 
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 Perusahaan menambahan karyawan divisi offshore service agar pengurusan 

izin kerja kru asing lebih terkoordinasi 

Penambahan jumlah karyawan di divisi offshore pada PT Equinox Sentra Bahari 

untuk memperlancar kegiatan pengurusan kerja kru asing memiliki beberapa 

kelebihan yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Pertama, 

dengan menambah jumlah tenaga kerja, beban kerja dapat didistribusikan lebih 

merata, sehingga setiap aspek pengurusan izin kerja dapat ditangani dengan lebih 

teliti dan efisien. Hal ini akan mengurangi risiko kesalahan administratif dan 

memastikan bahwa proses pengurusan izin berjalan lancar dan tepat waktu. 

Kedua, penambahan karyawan memungkinkan adanya spesialisasi tugas, di mana 

setiap karyawan dapat fokus pada aspek tertentu dari proses perizinan, seperti 

verifikasi dokumen, koordinasi dengan pihak berwenang, atau pemantauan 

kepatuhan terhadap regulasi. Spesialisasi ini akan meningkatkan kecepatan dan 

akurasi dalam pengurusan izin, serta meningkatkan kualitas layanan yang 

diberikan kepada kru asing dan principal.  

Di lain sisi, penambahan jumlah karyawan di divisi offshore service juga memiliki 

beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, biaya operasional 

perusahaan akan meningkat seiring dengan penambahan tenaga kerja, termasuk 

gaji, pelatihan, dan fasilitas kerja. Peningkatan biaya ini dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi atau 

pendapatan. Kedua, penambahan karyawan memerlukan proses rekrutmen dan 

pelatihan yang memakan waktu dan sumber daya, serta potensi gangguan 

sementara pada operasional saat karyawan baru menyesuaikan diri. Selain itu, 

penambahan tenaga kerja yang signifikan dapat menimbulkan tantangan dalam 

manajemen tim, seperti koordinasi antar karyawan dan menjaga komunikasi yang 

efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu merencanakan dan mengelola 

penambahan karyawan dengan cermat untuk memaksimalkan manfaat dan 

meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. 

 Komunikasi Yang Lebih Intensif Dengan Principal Untuk Pembuatan Izin 

Kerja Kru Asing 

Komunikasi yang lebih intensif dengan principal untuk pembuatan izin kerja kru 

asing menawarkan berbagai kelebihan yang dapat signifikan bagi efisiensi 

operasional dan kualitas layanan perusahaan. Pertama, komunikasi intensif 

memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat antara 
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perusahaan dan principal. Hal ini sangat penting dalam proses pengurusan izin 

kerja yang sering kali membutuhkan dokumen dan data yang tepat waktu. Dengan 

komunikasi yang lebih sering dan mendalam, setiap perubahan atau permintaan 

tambahan dapat segera diketahui dan ditanggapi, sehingga mengurangi risiko 

keterlambatan atau kesalahan. Kedua, komunikasi yang intensif membantu 

membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya antara perusahaan dan 

principal. Principal akan merasa lebih diperhatikan dan dihargai, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan perusahaan 

dan memperkuat kerjasama jangka panjang.  

Perlu menjadi bahan pertimbangan lagi, intensifikasi komunikasi juga memiliki 

beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pertama, 

komunikasi yang lebih sering memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang 

lebih besar dari kedua belah pihak. Karyawan perusahaan harus meluangkan lebih 

banyak waktu untuk berkomunikasi dengan principal, yang bisa mengalihkan 

perhatian dari tugas-tugas penting lainnya. Kedua, intensitas komunikasi yang 

tinggi dapat menimbulkan beban tambahan pada sistem komunikasi perusahaan, 

baik itu melalui saluran telepon, email, atau platform komunikasi lainnya. Ini 

memerlukan infrastruktur yang memadai dan mungkin memerlukan peningkatan 

teknologi komunikasi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas interaksi. 

Selain itu, komunikasi yang terlalu sering dapat menyebabkan kelelahan 

komunikasi pada karyawan, yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan 

kepuasan kerja mereka.  

Oleh karena itu, meskipun komunikasi yang lebih intensif dengan principal 

memiliki banyak manfaat, perusahaan harus menerapkannya dengan strategi yang 

terstruktur dan mempertimbangkan berbagai tantangan potensial untuk 

memastikan bahwa manfaat yang diperoleh sebanding dengan investasi yang 

dilakukan. 

 

E. PEMECAHAN MASALAH 

Berdasarkan hasil dari evaluasi dengan masing masing permasalahan dari 

alternatif pemecahan masalah mengenai keterlambatan penerbitan dokumen perizinan 

kerja terhadap kepengurusan kru asing, berikut merupakan pendapat pribadi yang 

dapat penulis berikan : 
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 Membuat Kebijakan Kepada Principal Terkait Permintaan Pembuatan 

Perizinan Kerja Kru Asing 

Kebijakan yang mengatur permintaan kru asing oleh principal bertujuan untuk 

menjadi solusi alternatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam 

permasalahan ini. Alasan nya hal ini lebih efektif membuat perizinan kerja kru 

asing lebih lancar dibandingkan dengan penambahan sumber daya manusia, 

karena perlu menambah biaya operasional yang bisa menjadi beban tambahan 

bagi PT Equinox Sentra Bahari. 

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek 

yang efektif, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang yang berkelanjutan 

untuk meningkatkan kapabilitas operasional perusahaan secara keseluruhan. 

Implementasi kebijakan ini memungkinkan PT Equinox Sentra Bahari untuk 

mengoptimalkan sumber daya yang ada, menjaga efisiensi biaya, dan 

meningkatkan daya saing melalui strategi ini, memiliki keterampilan dan 

pengalaman yang relevan. 

 Komunikasi Yang Lebih Intensif Dengan Principal Untuk Pembuatan Izin 

Kerja Kru Asing 

Komunikasi intensif dan terstruktur dengan principal merupakan kunci utama 

untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan izin kerja kru asing. 

Dengan membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan kolaboratif, 

ibekerja sama dengan principal untuk mempercepat proses, meminimalkan 

kesalahan, dan meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat.  

Meskipun dilain sisi menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan principal 

akan membuat perkerjaan agen menjadi lebih kompleks, namun dengan demikian 

kesalahan yang terjadi bisa di minimalisir oleh agen dan meningkatkan kinerja 

agen dalam memproses perizinan kerja kru asing, serta meningkatkan 

kepercayaan principal. Dengan demikian hal tersebut menjadi investasi tersendiri 

bagi agen untuk menambah principal lain nya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari penjelasan serta uraian-uraian mengenai keterlambatan penerbitan izin kerja 

di divisi offshore service pada PT Equinox Sentra Bahari yang sudah diuraikan oleh 

penulis pada yang saling berkaitan dan rinci maka bisa diambil beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan diambil oleh penulis berdasarkan fakta yang ada dan digunakan sebagai 

pemecahan masalah, kesimpulan nya adalah: 

1. Untuk mengatasi kendala keterlambatan informasi dari pihak principal kepada PT 

Equinox Sentra Bahari ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama membuat kebijakan 

kepada principal terkait permintaan pembuatan perizinan kerja kru asing 

dikirimkan satu bulan sebelum masa keberangkatan atau kepulangan kru asing. 

Kedua, Perusahaan menambahan karyawan divisi offshore service agar pengurusan 

izin kerja kru asing lebih terkoordinasi. 

2. Penyebab kurangnya kelengkapan dokumen yang diperoleh dari principal untuk 

membuat perizinan kru asing karena, komunikasi yang dilakukan oleh agen dengan 

principal kurang maksimal. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis akan menyusun 

rekomendasi berdasarkan analisis hasil yang diperoleh. Adapun saran yang penulis 

berikan sebagai berikut: 

1. Membuat kebijakan kepada principal agar permintaan pembuatan izin kerja kru 

asing dikirimkan satu bulan sebelum masa keberangkatan atau kepulangan kru 

asing. Membuat kebijakan kepada principal terkait permintaan pembuatan 

perizinan kerja kru asing memiliki beberapa kelebihan yang signifikan., kebijakan 

ini dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pengurusan izin 

kerja, karena principal akan memiliki panduan yang jelas mengenai prosedur dan 

tenggat waktu yang harus diikuti.  



44 

 

2. Perusahan menambah karyawan divisi offshore service agar pengurusan izin kerja 

kru asing lebih terkoordinasi, dengan menambah jumlah tenaga kerja, beban kerja 

dapat didistribusikan lebih merata, sehingga setiap aspek pengurusan izin kerja 

dapat ditangani dengan lebih teliti dan efisien. 

3. Dengan komunikasi yang lebih mendalam dengan mengadakan pertemuan 

langsung secara rutin bersama principal terkait pembuatan izin kerja kru asing, 

komunikasi yang intensif membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan 

saling percaya antara perusahaan dan principal. Hal ini akan menambah kepuasan 

kinerja akan pelayanan agen. 
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